BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Grasi merupakan sebagian dari beberapa hak atau
kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Presiden adalah

kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai penyelenggara

pemerintahan Negara tertinggi di bawah majelis
permusyawatratan rakyat. 0Oleh Larena i-Ew di dalam
penyelenggsaraan pemerintahan Negara, kekuasaan dan

tanggung jawab berada ditangan presiden.

Sedang hak/kekuasaan Fresiden republil Indonesia
telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 4. SSND 3 By . 12,
13, 14, 15, 17, 21, <2, dan 2. Dari beberapa kelkuasaan

sebagai mana tercantum pada pasal—-pasal tersebut, terdapat
beberapa pasal yang dinyatakan sebagai hal prerogatip
presiden yaitu pasal 10 sampal dengarn nasal =o. l=tilah
Prercgatip berarti ... .hak istimewa, hak para pembesar
( 8. Adiwinata, 1977 : 77 ¥

Jadi yang dimaksud dengan hnak prerogatip prasiden
berarti, hak istjimewa vyang hanya dimiliki oleh presiden.
Dan di antara salah satu dari hatk prerogatip di atas vaitky
tentang hak memberikan grasi.

Adapun yang dimaksud dengan hak grasi adalab :

"Hak untuk membebaskan selurvhnya, ssbagian atau
mengganti  jenis hukuman-hukuman yarg dijatuhkan
oleh pengadilan dan hakim—hakim indonesia, haik
Sipil maupun militer dengan kepatusan yaing  telah
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Undang-Undang Dasar (R | artinya tindakan preziden

tersebut tidalk bertenltangan dengan dnidana-Undana

{hukum) vang berlalu di MNegara Indonesia.
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mnesti, abolisi dan rehabilitasi. wawEilang daiam  masa
tersebut lazim disebut denoen Tenmoutive Juetice’ . Flob.

Kusnardi, 1989 ¢ 134 .

Grasi mersunak

terpidana yang telah berusaha m2ringantan hwkuman  melalu

banding ke per

lilan tirggi dan b=

tidak berhasil. Dan grasi tersebubt hanva dapat dibsrikan

221

()

5

.2h  presidsy bopada terpidana YATIO belan  mengajuk

permchonan  grasi, FArEsTA Ot &z i SR Blfeatnyx Fanya

pErmohonan, maka ada «

)
n
i
ot
3
:
b}
[w
i

Y

lanys dikabulkan  sep

'»r
[
[N}
ini
~
b
e
U
ift
W
3
U1l

kalanya sebagian saja, etaz permohohan
sekali.

Adapun mengenai  pidana sl adalab it &AM

by

hukuman terberat bagi perbuatan GLdANS . Clen karena ik
para  Eterpidana mati varg  dijaiuni bhoYoaman o wat.  oleh

pengadilan baik sengadiia., Sipil  maupun militer, mereka



selalu  berusaha meringankan hubkuman tersebut denaan
berbagai cara yang ditempuh dan alazan vyang dikemubkakan
agar mereka memperoleh keringanan hukum  atau  pengampunan
yang diberikan oleh presiden, yaitu berupa grasi.

Di dalam hukum pidana Islam, masalab pidana mati

ini dibedakan terlebih dahulu antara pidana mati yang
berkenaan dengan hak Allah yang terkenal dengan distilah
hudud, meliputi ;3 zina mukhson, hirabah, riddah dan  lain

[

sebagainya (Sayyid Sabig, 1984 : 14). Dan pidana mati vang
berkenaan dengan hak—-hak manusia vang terkenal dengan
istiliah gishas, yvakni vang berkenazn dengan  pembunuhan
sengaja.

Masalah pertama, yaitu hudud, hukuman yang telah
dijatubkan oleh hakim wajib dilaksanakan dan tidalk ada
orang yang mampu menghalanginya, tidak beoleh ditambah atau
dikurangi, karena hukuman yang barkenaan dengan hudud ini
sudah ditentukan oleh nash Al Qur an dan Al Hadits. Sedandg
masalah kedua vyaitu qishas, terlaksana atau tidaknya
hukuman ini tergantung dari wali si horban, apakah wmereka
akan memnuntut hukuman mati sebagai hbelasan  atau hanya
menuntut diyat. Sebagaimana firman Allabh  dalam surat Al

Bagarah ayat 178 :
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"Hai orang—-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishas berkenaan dengan oarang-orang yang dibunuh
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa
yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya hendaklah
{yang memaafkan) mengikuti dengan cara vyang baik
dan hendaklah (yang diberi maaf) membavar (diyat)
kepada yang memberi maaf dengan cara vyang baik
(pula)" (Departemen Agama RI, 19720 : 43).

Di dalam ayat 1lain Jjuga disebutkan bahwa Allah
telah memberikan kekuasaan kepada wali korban (yang
terbunuh). Firman Allah dalam surat Al Isra’ ayat 3% vyang

berbunyi :
(1 4 bk s LIt Losldi = 5 1y

"Dan barang siapa yang dibunuh secara dlalim, maka
sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada
ahli warisnya" (Departemen Agama RI, 19920 : 129).

Fada ayat di atas (surat Al Isra” : 33) terdapat
lafadz bkﬁliJAAﬁJ Menurut tafsir éalalain menganai
lafadz J‘:J{}J adalah A:%JL}J dan lafad:z bLJth__JA
adalah&;u_]\\}jgumhmad Shawy Al Maliki II, t.t. : 349).
Jadi lafadz bw%ﬁ))adalah L/\:‘LU‘&-M «-{j.)_)bJ
yang berarti : kekuasaan ahli waris korban terhadap
pembunuh.

Dalam hal ini kekuasaan ahli waris/wali meliputi
dua alternatif, yaitu menuntut pembalasan mati (gishas)
atau menuntut diyat. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan
aleh Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah

bersabda :
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(Bukhari TV, t.t. : 188).

"Dan barang siapa yang dibunuh Leluarganya, maka
baginya boleh memilih dua alternatif, vyaitu ada
kalanya menuntut diyat dan adalalanya menuntut
gishas".

Didalam hadits 1lain yang diriwavatkan olel Abu

Dawud, bahwa Rasulullah =aw. bet-sabda :
“w % [ o wn ¥ 3 ) - N »-I" D

( Z 49);V1d) J_JJJI_j,kgh‘j\h,A )_9

(Abu Dawud 111, t.t : 173)

"Dan barang siapa vyarg membunuh Srana o mu min
dengan sengaia, maka ia disesrahkan pada  keluarga
terbunut, Maka jika menghendal i mereka bisa
membunuhnya dan jika menghendaki merekas bisa

mengambil diyvat"

Berdasarkan hal tersebut di atas, mak & per lu
kiranya dibahas bagaimana pandangan hukum Isiam terhadap

hak presiden dalam member ikan grasi tertiadap pidana mati.

B. Identifikasi Masalah

Pari paparan latar belatang di atas, maka dapatlah
diketahui bahwa masalah yang akan dipelejari dalam studi
ini adalah : Tentany pemberian grasi yvang berkaitan dengan
kekuasaan Fresiden Republik Indonesia ditinjau dari seqgi

Hukuin Islam.



C. Pembatasan Masalah
Adapun masalah—-masalah yang ingin dipelajari dalam
studi ini dibatasi dalam hal :
1. Subyeknya ! Fresiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan negars.
2. Aktifitasnya : Memberikan grasi vyana merupakan

sebagian dari hak prerogatip Fresiden

Republik Indonesia. L e
Dari pembatasan masalah tersebut. maka FUmUsan
masalahnya adalal : Fekuasaan Fresiden Republik Indonesia

dalam memberikan grasi ditinjau dari segi hubkum Islam.

D. Perumusan Masalah
Untuk lebih praktisnya, masalah—-masalah vang akan
dipelajari dalam studi ini dirumuskan dalam bentuk
pertanyaaﬁ-pertanyaaﬂ sebagai berikut :
1. Apakah pengertian grasi serta apa pula dasar
hubumnya ?
2. Bagaimanakah realisasi kekuasaan Fresiden Repblik
Indonesia dalam memberikan grasi terhadap pidana

mati ,

o

. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak Fresiden
Republik Indonesia, dalam memberikan grasi terhadap

pidana mati 7



E.

G.

Tujuan Studi
Sejalan dengan pertanyaan-—-pertanyaan di atas. maka
tujuan dari studi ini adalah =
1. Untuk mengungkapkan sejauh manakah kekuasaan
Fresiden Republilk Indonesia dalam memberiban grasi.
2. Untuk mengungkapkan bagaimana tinjauan hukum Islam
tentang kekuasaan Fresiden Republik Indonesia dalam
memberikan grasi terhadap pidana mati.
S
Kegunaan Studi
Dari hasil at;dj ini diharapkan dapat bermanfiasat
sekurang—kurangnya dua hal :
1. ANgar dapat dijadikan bahan per-timbangan dalam
menyusun hipotesis bagi studi selanjutnya.
2. Agar dapat bermanfaat bagi para pembaca yang hendak

megetahui kekuasaan Presiden Republik I[ndonesi.

Felaksanaan Studi
1. Data yang berhasil dihimpun.
Dari pelaksanaan penelitian, data vang berhasil
diperoleh adalah :
. FKeberadaan grasi serta dasar hubrunya.
b. kedudukan grasi kaitannya dengan hak/kekuasaan
Fresiden Republik Indonesia.

€. Halk pemberian ampunan menurvt hukum 1slam.
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d. ¥etentuan pidana mati menurut hukum  pidana di
Indonesia.

2. Ketentuan pidana mati menurui hubkum I=slam.

Sumber data.

Setiap penelitian vang dilatukan olen seseorang/
kelompok ataupun lembaga dalam ranghks mMenyusun
laporan maupun karya tulis, tentu membutuhkan data
atau sumber data. Skripsi merupskan sebagian dari—
pada karya tulis sudah semszstinya paEnyusunannya
memerlukan data/sumber data yang dapat dipertanggung
jawabkan.

Adapun sumber data Yy Aang dipergunakan dalam
penelitian guna penyusunan skripsi ini adalah berupa
data pustaka, yakni kitab karya para uwlama dan

buku—buku karya para ahli.

Teknik pengumpulan data.

Dalam usaha untuk mengumpulkan data yang berkattan
dengan studi ini, maka teknik yang digunakan adalah
studi kepustakaan yaitu 3 dengan cara mempelajari,
menelaah dan membandingkan hkitab-kitab karya ahli

dengan karya Ulama’.

Metode analisa data.
Terhadap,_ data-data yang telah ditemukan dan
dipelajari selama penelitian, maks teknik analisa

data yang dipergunakan oleb penulis adalah metode
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komparatif, yaitu dengan cara menjelaskan beberapa

data yang berhasil digali, kemudian data tersebut

diparbandingkan untuk mengambil suatu kesimpulan.



